PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

MELALUI SISTEM APLIKASI PAJAK DAERAH SECARA ONLINE DAN

TERINTEGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :a.

Memperhatikan : 1.

BUPATI BARITO KUALA,

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia terhadap LKPD Pemerintah
Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2021 yang
tertuang dalam LHP Nomor : 3.B/LHP/XIX Bjm/05/2022
tanggal 13 Mei 2022 terdapat temuan pengelolaan pajak
hotel dan restoran belum dilaksanakan dengan dengan
tertib sehubungan dengan ini perlu memperbaharui
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 41 Tahun 2021
untuk memperjelas muatan sanksi bagi wajib pajak;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3262),



10.

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan

Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3339);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 01
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2011 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 120 Seri B);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2016 Nomor 34);



20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 37 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito kuala
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan-
Badan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH MELALUI SISTEM APLIKASI PAJAK DAERAH
SECARA ONLINE DAN TERINTEGRASI

Pasal 1

Ada ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 41 Tahun 2021
tentang Pemungutan Pajak Daerah Melalui Sistem Aplikasi Pajak Daerah
Secara Online Dan Terintegrasi diubah sebagai berikut :

(1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2) dikenakan secara
kumulatif dan atau dikenakan salah satu saja, dengan menempuh
tahapan sebagai berikut :

a. Penerbitan Surat Peringatan Kesatu;
b. Penerbitan Surat Peringatan Kedua, yang diberikan paling lama 3 (tiga)
hari setelah diterimanya Surat Peringatan Kesatu oleh Wajib Pajak.

(2) Untuk Penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2)
huruf ¢ dan d ayat (2), BP2RD berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong
Praja dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito

Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANT AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 85






